[

LEMBARAN DAERAH XKABUPATEN REMBANG

NOMOR !1 TAHUN 2002

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 21

PERATURAN DAERAHR KABUPATEN REMBANG

NOMOR 11 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI IZIN TRAYEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ES2

Menimbang

Mengingat

BUPAT I REMBANG

-
-

a.

1.

bahwa dengan
unca:g Nomor

dan Uﬁd“““—Lnaang Neom
2008 tentangz i
undang Nomor 113
periu menyusun persaturan
izin trayek;

bahwa untuk maksud tersebur diatas
maka dipandang perlu untuk mene-
tapkan Peraturan Daerah tentang

Retribusi Izin Trayek.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-dserah

Kabupaten dalam Lingkungan Propin-
si Jawa Tengah;
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Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana (Lem-
baran Negara Republik Indonesia
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3209);

Undang-undang Nomcr 14 Tahun 1992
tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1992 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Nomor
3685);

Undang-undang Nomor i8 Tahan 1997
tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Nomor
3685)sebagaimana diubah dengan
Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000
tentang Perubahan Atas Undang-
undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indone-
sia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4048);

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999
tentang Pemerintahan Daerah {Lem-
baran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3037);

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999
tentang Perimbangan Eeuangan
Pemerintah Pusat dan Daerah {Lem-
baran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 pNomor 72, Tambzhan
Lembaran negara Nomor 3848);
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7.

10.

Ill

Peraturan Pemerintah Nomor 22
Tahun 1990 tentang Penyerzhan
Sebagian Urusan Pemerintah Dalam
Bidang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan Kepada Daerah Tingkat I da-
Daerah Tingkat II (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1990
Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3410);

Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 41 Tahun 18¢3
tentang Angkutan Jalan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun
1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3527);

Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 66 Tahun 2001
tentang Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun
2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4139);

Keputusan Presiden Republik Indo-
nesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang
Teknik Penyusunan Peraturan Peru
ndang-undangan dan Bentuk Rancan-
gan Undang-undang, Rancangan Per-
aturan Pemerintah, dan Rancangar
Keputusan Presiden:

Keputusan Bersama Menteri Perhu-
bungan dan Menteri Dalaa Negeri
Republik Indonesia Nomor
KM.109 Tahun 19990

& oo ¥ T a5
tentang Pelsgk-

o

85 Tahun 199¢



12.

13.

14.

16.

17.

sanaan Peraturan Pemerintah Nomor
22 Tahun 1990 tentang Penyerehan
Sebagian Urusan Pemerintahan dalam
Bidang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan Kepadas Daerah Tingkat I dan
Tingkat 1II;

Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 970-893 Tahum 1981 temntang
Manual Admninistrasi Pendapatan
Daerah;

Keputusan Menteri perhubungan
Nomor KM 84 Tahunm 1999 tentang
Penyelenggaraan Angkutan Orang di
Jalan dengan Kendaraan Umum:

Keputusan Menteri Dalam Nezeri
Nomor 174 Tahun 1997 tentang
Pedoman Tatacara Pemunguisn Retri-
busi Daersah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 175 Tahun 1997 tent
Tatacars Pemeriksasn 41 Bidang
Reiribusi Daerah;

Keputusan Menteri Dalam
Otonomi Daerah Nomor 48 Tahun 20060
tentang Pedoman Tata Naskah Dinas
di Lingkungan Pemerintah Kabupsa-
ten/Kota; ‘

-3

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Rembang Nomor 5 Tahun
1989 tentang Penyidik Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan Pemer-
intah EKabupaten Daerah Tingkat 1II
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Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten

Daerah Tingkat II Rembang Tahun
1989 Nomor 8):

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Menetapkan

MEMUTUGSKAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBAKRG
TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK

BAB I
KETENTUAN UMU¥H
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini vang

dimaksud dengan

2. Daerah adalah Kabupaten Rembang;

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerin-
tah kabupaten Rembang:

c. Bupati adalah Bupati Rembang;

gd,. Pejabat adalah Pegawai yang diberi
tugas tertentu dibidang Retribusi
Daerah sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku;

e. Dinas Perhubungan adalah Dinas
Perhubungan Kabupaten Rembang:

f. Retribusi Izin Trayek yang selan-
jutnya disebut Retribusi adalah
pungutan sebagai pembayaran atas
pemberian izin trayek;

g. Kendaraan Umum adalah kendaraan
bermotor yang disediakan untuk
dipergunakan oleh umum dan dipun-
gut bayaran;
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Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermo-
tor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8
(Delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat
duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa
perlengkapan pengangkutan bagasi;

Mobil Bus Kecil adalah Mobil bus yang dilengka-
pi sekurang-kurangnya 9 (sembilan) tempat duduk
sampai dengan 19 (sembilan belas) tempat duduk,
tidak termasuk tempat duduk pengemudi;
Mobil Bus Sedang adalah Mobil bus ¥ang dileng-
Xapi segurang-kurangnya 20 {dua puluh) tempat
dudux sampai dengan 30 (tiga opulvh) tempat
duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi:
Mebil Bus Bssar adalah Mobil bus vang dilengka-

1

#1  segurang-kurangnya 3! (tiga puluh satu)

tempat duduk, tidak termasuk tempet duduk

pengemudi ;

Anggucanr adalah pemindshan orang dan atau
T

carang dari satu teapat ke tempat lain dengan
menggunakan kendaraar;

Angkutan Pedessan adalah angkutan dari satu
tempat ke tempat lain daiam satu Daerah dengan
mempergunakan mobil bus dan mobil penumpang
umum yang terikidt dalam trayek tetap dan ter-
atur:

Angkutan perbatasan adalah angkutan pedesaan
vang melayani dua kawasan pedesaan yang berba-
tasan pada dua daerah Kabupaten/Propinsi;
Angkutan taksi adalah angkutan yang merupakan
peiayanan dari pintu ke pintu dalam wilayah
cperasi terbatas dengan menggunakan mobil
benumpang umum yang diberi tanda khusus dan
dilengkapi dengan argometer;:

Angkuian sewa adalah angkutan dengan mengguna-
kan mobil penumpang umum yang melayani angkutan
dari pintu ke pintu, dengan atau tanpa pengemu-
di, dalam wilayan operasi yang tidak terbatas;
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Angkutan pariwisata adalah angkutan yang meggu-
nakan mobil bus umum yang dilengkapi dengan
tanda-tanda khusus untuk mengangkut wisatawan
ke dan dari daerah tujuan wisata;

Angkutan Penumpang Khusus adalah angkutan yang
tidak termasuk angkutan taksi, sewa dan pariwi-
sata, dengan menggunakan mobil bus umum dan
atau mobil penumpang umum, yang tidak terikat
dalam trayek sebagai pelavanan dari pintu Ke
pintu;

Wajib Retribusi adalahk orang pribadi atau BSace:n
¥yang menurut Peraturan Perundang-undangan
Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayarar
Retribusi;

Trayek adalah lintasan kendarsan untuk peiaye-
nan jasa angkutan orang dengan mebili bus  yang
mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap,
lentasan tetap dan jadwa: tetap .aupun tidak
terjadwal dalam wilayah Daerah;

Ijin Trayek adalah izin untuk mengangkut orang
dengan mobil bus dan atau mobil penumpang umum
pada jaringan trayek;

Retribusi Izin Trayek yang selanjuinya disebut
Retribusi adalah pembayaran atw.s pemberian izin
kepada orang pribadi atau badan untuk menyedia-
kan pelayanan angkutan penumpang umum pada
suatu ataur beberapa travek tertemtu dalam
wilayah Daerah;

Izinp Operasi adalah izin uniuk melakukan kegia-
ian pengangkutan dengan Kendarasan umuim;
Pendaftaran dan pendataan adalah serangkaian
kegiatan untuk memperoleh data/informasi serta
penatausahaan vang dilakukan oleh petiugas
Retribusi dengan cara penyampaian Surat Tagihan
Retribusi’ Daerah kepada Wajib Retribusi untuk
diisi secara leangkap dan benar;
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¥. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah vang
selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang
digunakan Wajib Retribusi untuk me laporkan
perhitungan dan pembayaran Retribusi vang
terutang menurut Peraturan Retribusi;

z. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selan-
jutnys disingkat SKRD adalah Surat Keputusan
yang menentukan besarnya Retribusi yang ter-
utang:

aa. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Jabatan yang
selanjutnya disebut SKRD Jabatan adalah surat
keputusan vang menentukan jumlah retribusi
terutang vang jumlahnya ditatapkan secara
sepihak oleh pejabat yang berwenang;

ab. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Tambahan yang
seianjutnya disebut SKRD Tambahan adalah surat
keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah
retribusiyang telah ditentukan;

ac. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya
disingkat STRD adalah surat untuk melakukan
tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi
berupa bunga dan atau denda;

ad. Nomor Pckok WajiB Retribusi Daerah yang selan-
Jutnya disebut NPWRD adalah Nomor Wajib Retri-
busi yang didaftar dan menjadi identitas bagi
setiap Wajib Retribusi.

BAB II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 2
Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut Retri-
busi sebagai pembayaran atas pemberian izin trayek
kepada pribadi atau badan untuk menyediakaan
pelayanan angkutan penumpang umum pada satu atau

beberapa trayek tertentu dalam wilayah Daerah.
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: Pasal 3
Obyek Retribusi adalah pemberian Izin Trayek untuk
menvediakan kendaraan umum pada satu atau beberapa
trayek/lintas tertentu dalam wilayah Daerah.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan

vang memperoleh 1zin Trayek sebagaimana tersebut
Pasal 3.

BAB II1I
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5

Golongan Retribusi ini adalah Retribusi Perizinan
Tertentu

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
L4 Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumliatb
izin yang diberikan dan jenis angkutan umum pepum-
pang.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP



\ Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan
besarnya tarip Retribusi didasarkan atas tujuan
untuk mengendalikan jumlah angkutan penumpang dan
untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan
pemberian izin trayek.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP
Pasal 8

Struktur dan besarnya tarip Retribusi Izin Trayek
sebagaimana dimaksud Pasal 2, ditetapkan sebagai
berikut
a. Tarip retribusi Izin Trayek untuk
- Mobil Penumpang Umum dan Mobil Bus Kecil
sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah)/
kendaraan;
- Mobil Bus Sedang sebesar Rp. 115.000,00
(seratus lima belas .:iou rupiah)/kendaraan;
- Mobil Bus Besar sebesar Rp. 135.000,00 (sera-
tus tiga puluh lima ribu rupiah)/kendaraan.
b. Tarip Retribusi Izin Operasi untuk taksi dan
Angkutan Khusus sebesar Rp. 100.000,00 (seratus
ribu rupiah)/kendaraan.
c. Kartu Pengawasan sebesar Rp. 30.000,00 (tiga
puluh ribu rupiah)/kendaraan;
d. Tarip Retribusi Izin Insidental sebesar Rp.
10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)/kendaraan

angkutan umum.
BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN
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Pasal 9

Retribusi vang terutang dipungut di Wilavah
Daerah.

BAB VIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 10
Masa Retribusi Izin Trayek adalah 5 (lima) tahun.
Pasal 11

Saat retribusi terutang adalah pada saati diterbit-
kan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX
TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN
Pasal 12

(1) Untuk mendapatkan data Wajib Retribusi perlu
dilaksanakbn pendaftaran dan pendataan terha-
dap Wajib Retribusi baik yang berdomisili di
dalam Wilayah Daerah maupun yang berdomisili
di luar Wilayah Daerah tetapi memiliki obyek
Retribusi d4i Wilayah Daerah.

(2) Kegiatan pedaftaran dan pendataan diawali
dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan
berupa formulir pendaftaran dan pendataan
disampaikan kepada Wajib Retribusi yang ber-
sangkutan.

(3) setelah formulir pendaftaran dan pendataan
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dikirim/disampaikan Kkepada Wajib Retribusi
diisi dengan jelas, lengkap dan benar, kemu-
dian dikembalikan kepada petugas retribusi

sebagai bahan pengisian Daftar Induk Wajib
Retribusi berdasarkan nomor urut.

(4) Daftar Iinduk Wajib Retribusi sebagaimana
dimaksud ayat (3) selanjutnya dapat dipergu-
nakan sebagai NPWRD.

BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 13

{1) Pembayaran retibusi dilakukan di Kas Daerah
atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati
sesuai waktu yang ditentukan dengan mengguna-
kan SKRD, SKRD Jabatan dan SKRD Tambahan.

(2) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan di
tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan
retribusi harus disetor ke Kas Daerah selam-
bat-lambatnya 1 X 24 jam.

(3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah
lewat waktu yang telah ditentukan sebagaimana
dimaksud ayat (1), maka dikenakan sanksi
administrasi berupa bunga sebesar 2 % (Dua
persen) tiap bulan dari retribusi yang ter-
utang dengan menerbitkan STRD.

Pasal 14

Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai.
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(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

f13

Pasal 15 i

Setiap pembayaran retribusi sebégaimana dimak-
sud Pasal 14, diberikan tanda bukti pembavar-
an.

Setiap pembayaran dicatat dalam buku peneri-
maan.

Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku pembayaran
dan tanda bukti penerimaan Retribusi sebagai-
man dimaksud ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan
oleh Bupsati.

BAB XI

TATA CARA PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Pasal 16
SERD, SKRD Jabatan, SKRD Tambashan dan STRD
sebagaimana dimaksud Pasal 13, dicatat dalam
buku jenis retribusi masing-masing.
SKRD, SKRD Jabatan, SKRD Tambahan dan STRD
untuk masing-masing Wajib Retribusi dicatat
sesuai NPWRD.

Arsip dokumen yang telah dicatat disimpan
sesuai nomor berkas secara berurutan.

BAB XII
KADALUWARSA
Pasal 17
Hak untuk melakukan penagihan Retribusi maupun
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(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

dendanya menjadi kadaluwarsa setelah 3 (tiga)
tahun, terhitung sejak saat terutangnya
Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi
melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana
dimaksud ayat (1), tertangguh apabila diter-
bitkan Surat Teguran atau ada pengakuan utang
Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung
maupun tidak langsung.

Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih
lagi karena hak untuk melakukan penagihan
sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.

Bupati menetapkan Keputusan penghapusan
piutang retribusi yang kadaluwarsa sebagaimana
dimaksud ayat (3).

Tata cara penghapusan retribusi yang kadalu-
warsa diatur dengan Keputusan Bupati.

'l

BAB XIII
PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

Pelaksana Peraturan Daerah ini adalah Dinas
Perhubungan Kabupaten Rembang.

Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah
ini adalah Bupati atau Instansi yang ditunjuk
oleh Bupati.
BAB X1V 7
KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN
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Pasal 19

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewaji-
bannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam
dengan kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan

atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah
Retribusi yang terutang.

Pasal 20

(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Daerah diberi
wewenang khusus sebagai penyidik untuk mela-
Kukan penyidikan tindak pidana dibidang
Retribusi Daerah.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat

(1) adalah

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneli-
ti keterangan atau laporan berkenaan
dengan tindak pidana dibidang Retribusi
Daerah agar keterangan atau laporan terse-
but menjadi lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keteran-
gan mengenai orang pribadi atau badan
tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan
sehubungan dengan tindak pidana Retribusi
Daerah;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari
orang pribadi atau badan tentang kebenaran
perbuatan yvang dilakukan sehubungan tindak
pidana Retribusi Daerah;

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan,
dokumen-dokumen lain berkenaan dengan
tindak pidana - dibidang Retribusi Daerah.

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan
bahan bukti pembukuan, pencatatan dan
dokumen-dokumen lain, serta me lakukan
penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
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f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka
pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana
di bidang Retribusi Daerah;

¢. meyuruh berhenti/melarang seseorang mening-
galkan ruangan atau tempat pada saat pemer-
iksaan sedang berlangsung dan memeriksa
identitas orang dan atau dokumen yang
dibawa sebagaimana pada huruf e;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan
tindak pidana Retribusi Daerah;

i. memanggil orang untuk didengar keteran-

gannya, diperiksa sebagai tersangka atau
saksi;

j. menghentikan penyidikan;

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk
kelancaran penyidikan tindak pidana di
bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang
dapat dipertanggungjawabkan.

!3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1), mem-
peritahukan dimulainnya penyidikan dan menyam-
paikan hasil penyidikannya kepada Penuntut
Umum melalui pejabat Kepolisian Negara Repub-
1ik Indonesia sesuai dengan Kketentuan yang
diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21
Ketentuan-ketentuan lain yang belum diatur dalam.

Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksa-
naannya akan diatur kemudian oleh Bupati.
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Pasal 22 i

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya,
memerintahkan pengudangan Peraturan Daerah 1ini

dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupa-
ten Rembang.

Ditetapkan di Re m b a n g
pada tanggal 15 Juli 2002

BUPATI REMBANG

HENDARSONZO

Diundangkan di R e m b a n g
pada tangggal 20 Juli 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
REMBANG

H. NOERANT O,SH.MM

PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 500 040 991

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2002
NOMOR 11
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II.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 11 TAHUN 2002
TENTANG

RETRIBUSI IZIN TRAYEK

Bahws dengan diberlakukannya Undang-
undang Nomor '8 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah, sebagaimana diubah dengan

ngd t2-und iang Nomor 34 tahun 2000 vang kemudian
K 1z teniutl dengan Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 66 Tahunm 2001 tentang

i i Dae ah, maka Pemerintah Xabupaten
Zembang segera menindak lanjutl dengan menyele-
caikan sSeluruh Peraturan Daerah yang mengatur
tentang Retribusi Daerah.

Saian satu Peraturan Daerah yang harus
disusun adalah Peraturan Daerah tentang Retrib-
usi Izin Trayek.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun
2001 tentang Retribusi Daerah, Bab IV, Pasal ¢
ayat (2) huruf d Retribusi Izin Trayek adalah
jenis Retribusi Perizinan Tertentu.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas
Pasal 2

Cukup jelas
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Pasal 3
Cukup jelas :
Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas
Passal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukuvp j
Pagsal 11
Cukup j
Pasa! 12
avat (1)

Waiib Retribusi tidak semuanya berdomisi-
1i di Kabupaten Rembang, untuk mendapat
kan dataz Wajib Retribusi periu diadaks
pendaftaran dan pendataan.

Ayat (2)
Cukupr jelas
" Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Wajib Retrbusi tidak boleh membayar utang
retribusinya dengan cara mengangsur.
Pasal 15

Cukup jelas

[

les

m

©

Jomi

m
n
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Pasal 16

Cukup jelas
Pasal 17

Avat (1)
Saat Kadaluwarsa penagihan Retribusi
perlu ditetapkan untuk memberi kepastian

hukum kapan utang retribusi tersebut
tidak dapat ditagih lagi.
Ayat {2)

Dalam hal diterbitkan surat teguran atau
pengakuan wutang retribusi dari Wajib
Retribusi maka waktu penagihan dihitung
sejak tanggal penyampaian surat teguran
atau pengakuan Wajib Retribusi.

Ayat (3)
Cukup jelas
Avat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas J
Pasal 19

Dengan adanya sanksi pidana diharapkan

timbuinya kesadaran Wajib Retribusi untuk

memenuhi kewajibannya.

Pasal 20

Ayat (1)
Penyidik di bidang Retribusi Daerah
adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil
tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupa-
ten Rembang yang diangkat sesuai dengan
perundang-undangan yang berlaku.
Penyidikan di bidang retribusi daerah
dilaksanakan menurut ketentuan yang
diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun
1981 tentang Hukum Acara Pidana.
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Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas
Pasal 21

Cukup jelas
Pasal 22

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 21
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